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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

 

       Di Indonesia, ilmu akuntansi selalu menjadi salah satu bagian yang 

sangat vital dalam setiap kegiatan perekonomian suatu perusahaan yang 

berbasis profit maupun nonprofit, serta instansi atau lembaga 

pemerintahan. Keadaan inilah yang membuktikan bahwa perkembangan 

ilmu akuntansi ikut berpengaruh dalam kemajuan suatu usaha. Dengan 

terus berkembangnya ilmu akuntansi yang ada, jelas hal ini terus menjadi 

sorotan dunia kerja yang mendasari selektifnya perusahaan-perusahaan, 

serta instansi atau lembaga pemerintah dalam melakukan perekrutan 

tenaga kerja yang terampil, kompeten, serta bertanggung jawab 

dibidangnya, khususnya dibidang akuntansi. 

       Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah 

angkatan kerja Indonesia pada Februari 2017 sebanyak 131,55 juta. 

Jumlah tersebut naik 6,11 juta dibanding Agustus 2016 dan naik 3,03 

persen atau 3,88 juta dibanding Februari 2016. Hal tersebut menunjukan 

bahwa jumlah pencari kerja masih sangat tinggi. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menuntut mahasiswa untuk 

selalu siap dalam menghadapinya. Calon pegawai dituntut untuk memiliki 

ketrampilan dan pengalaman yang memadai.
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       Memperhatikan akan bertambah ketatnya persaingan di dunia kerja 

saat ini, dengan jumlah lapangan pekerjaan yang semakin terbatas 

dibandingkan dengan banyaknya lulusan-lulusan baru setiap tahunnya dari 

berbagai instansi atau lembaga pendidikan, Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) akan terus diharapkan dapat melahirkan lulusan-lulusan yang dapat 

memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang dibutuhkan dalam bidang 

pendidikan maupun non kependidikan guna menghadapi berbagai 

tantangan dunia kerja di masa mendatang, khususnya dapat memiliki 

kemampuan dan keahlian yang tentu akan menjadi nilai tambah bagi 

praktikan agar siap bersaing dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

       Pihak Universitas Negeri Jakarta menetapkan salah satu persyaratan 

bagi setiap mahasiswanya untuk mengikuti program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sebagai syarat kelulusan, serta untuk menciptakan 

lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dalam dunia dunia kerja. 

PKL juga merupakan suatu program untuk memberikan pengalaman kerja 

lapangan bagi praktikan sekaligus memberikan pengalaman langsung 

bersosialisasi di lingkugan masyarakat serta meningkatkan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan.  

 Dalam jurusan Akuntansi praktikan mendapatkan mata kuliah 

Perpajakan, di mata kuliah perpajakan praktikan belajar tentang bagaimana 

cara menghitung pajak, serta siapa dan apa saja yang harus dikenakan 

pajak. Praktikan merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pajak 
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dan bagaimana teori yang didapatkan bisa terealisasikan dan karena itu 

praktikan memilih melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor 

Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 6 (PMA6). 

       PKL yang merupakan mata kuliah wajib bagi praktikan tersebut juga 

akan disusul dengan penyelesaian tugas akhir penyusunan Karya Ilmiah, 

khususnya D III Akuntansi untuk menyelesaikan studi di Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Maksud dari PKL ini, adalah: 

a. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan 

program D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

b. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi 

mahasiswa mengenai dunia kerja secara nyata. 

c. Kegiatan PKL yang telah dilaksanakan oleh Mahasiswa 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

merupakan program keahlian yang tentunya memberikan 

pengalaman kepada mahasiswa tentang kondisi dunia kerja. 

2. Tujuan dari PKL ini, adalah: 

a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa 

selama duduk dibangku perkuliahan tidak hanya sebatas 

mengetahui teorinya saja tetapi dapat mempraktikan secara 

langsung. 
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b. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja mulai dari 

berinteraksi, bersosialisasi, dan menyesuaikan diri dengan dunia 

kerja. 

c. Menumbuhkan dan meningkatkan etos kerja bagi mahasiswa agar 

siap terjun di dunia kerja. 

d. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang 

profesional di bidang akuntansi. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegunaan diadakannya PKL adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan PKL bagi KPP PMA 6 adalah: 

a. Mampu memaksimalkan kemampuan praktikan, sehingga 

mampu mempercepat peningkatkan kinerja instansi; 

b. Menjalin kerjasama yang menguntungkan antara pihak-pihak 

yang saling terkait; 

2. Kegunaan PKL bagi praktikan adalah: 

a. Meningkatkan mental dan kemampuan komunikasi praktikan. 

b. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman 

praktikan;  

c. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi praktikan karena 

terlibat langsung dengan kondisi lingkungan kerja yang 

sebenarnya; 

d. Dapat menyiapkan langkah-langkah untuk menyesuaikan diri 

di lingkungan kerja mendatang. 
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3. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

adalah: 

a. Menjadi bahan evaluasi kurikulum yang diterapkan agar sesuai 

dengan kebutuhan dunia usaha. 

b. Meningkatkan nama baik Universitas Negeri Jakarta Di mata 

instansi tempat melaksanakan PKL karena kualitas dari 

praktikan. 

c. Menjalin suatu hubungan kerjasama dengan instansi atau 

lembaga atau perusahaan agar lulusan Universitas Negri Jakarta 

dapat dengan mudah di terima untuk memasuki dunia kerja. 

d. Meningkatkan efisiensi pedidikan dan pelatihan tenaga kerja 

yang berkualitas. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

       Tempat praktikan melaksanakan PKL adalah di Kantor Pelayanan 

Pajak Penanaman Modal Asing 6 Kalibata Jakarta Selatan . Praktikan 

memilih KPP PMA 6 Kalibata Jakarta Selatan sebagai tempat 

melaksanakan PKL karena praktikan merasa tertarik dengan bidang 

perpajakan, selain itu, praktikan menganggap bahwa KPP merupakan 

tempat yang tepat untuk melatih kemampuan praktikan di bidang 

perpajakan. 

       Adapun nama instansi pemerintahan KPP PMA 6 beserta alamat 

lengkapnya: 
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Nama Instasi   : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman     

                                                              Modal Asing 6 Kalibata 

 Alamat Instansi  : Jalan taman makam pahlawan, RT 6 RW  

       7 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, 

       Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

 Telepon/Fax   : (021) 7974514 

 Kode Pos   : 12750       

 

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

       Jadwal dan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi 

tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

       Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 

Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setelah 

mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di BAAK tersebut 

(dapat dilihat di lampiran 1 hal 48), praktikan mengajukan surat 

tersebut kepada KPP PMA 6 Kalibata Jakarta Selatan yang praktikan 

pilih sebagai tempat melaksanakan PKL. Pada bulan Juli KPP PMA 6 

Kalibata Jakarta Selatan memberikan persetujuan bagi praktikan untuk 

melaksanakan PKL di Instansi tersebut (dapat dilihat di lampiran 2 hal 

49). 

2. Tahap Pelaksanaan 
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       Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di KPP PMA 6 Kalibata 

Jakarta Selatan dilaksanakan selama sembilan minggu, yaitu mulai 

tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 15 September 2015. Praktikan 

melaksanakan PKL lima hari kerja dalam satu minggu, yaitu hari 

Senin sampai dengan hari Jumat dan dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan yang telah ditetapkan oleh KPP PMA 6 Kalibata Jakarta 

Selatan kepada praktikan, yaitu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai 

dengan pukul 16.00 WIB yang berlaku untuk bulan biasa (dapat dilihat 

di lampiran 3 hal 50). 

3. Tahap Pelaporan 

       Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah 

praktikan laksanakan di KPP PMA 6 Kalibata Jakarta Selatan. 

Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Program Studi D III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Sejarah Umum 

1. Sejarah  Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 

6 

  Sejarah perkembangan Kantor Wilayah DJP Jakarta 

Khusus diawali dengan dibentuknya Kantor Wilayah X DJP Jaya 

Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 

173/KMK.01/1979 tanggal 17 April 1979 yang mulai berlaku 

tanggal 1 April 1979 dengan tugas utama menghimpun penerimaan 

pajak dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Khusus yang terdiri dari 

KIP Perusahaan Negara dan Daerah, KIP Penanaman Modal 

Asing, KIP Penanaman Modal Dalam Negeri dan KIP Badan dan 

Orang Asing. Adapun Kepala Kantor Wilayah pada saat itu adalah 

Drs. Muhammad Kosim dan secara berturut-turut digantikan oleh 

Drs. Malimar, Drs. Wahono dan Drs. Hadian Setiamihardja. 

Sejalan dengan reorganisasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal 

Pajak pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

RI Nomor: 276/KMK.01/1989, Kantor Wilayah X DJP Jaya 

Khusus diubah menjadi Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus dan 

Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diubah namanya menjadi Kantor 
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Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak yang berada di 

bawah kewenangan kerja Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus 

adalah KPP Perusahaan Negara dan Daerah, KPP Penanaman 

Modal Asing dan KPP Badan dan Orang Asing. Bertindak selaku 

Kepala Kantor Wilayah pada saat itu adalah Drs. Made Armade. 

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 

516/KMK.01/1992, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

(KPPBB) Jakarta Raya, yang terdiri dari KPPBB Jakarta Pusat, 

KPPBB Jakarta Selatan, KPPBB Jakarta Barat, KPPBB Jakarta 

Timur, KPPBB Jakarta Utara, dan Kantor Penyuluhan Pajak 

Jakarta III serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Khusus 

yang semula bernama Unit Pemeriksa Pajak Khusus masuk dalam 

wilayah kerja Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus.  

   Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 

443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Wilayah VI DJP 

Jaya Khusus diubah menjadi Kantor Wilayah VII Jaya Khusus 

yang membawahi 8 (delapan) Kantor Pelayanan Pajak dan 2 (dua) 

Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak, masing-masing 

adalah: KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP 

PMA Empat, KPP PMA Lima, KPP PMA Enam, KPP PND, KPP 

Badora, KPP PMB, Karikpa Khusus Satu dan Karikpa Khusus Dua. 

Adapun pembagian kegiatan bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Penanaman Modal Asing Sebagai Berikut : 
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a. KPP Penanaman Modal Asing Satu, untuk Wajib 

Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak 

masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor 

industri kimia dan barang galian non-logam; 

b. KPP Penanaman Modal Asing Dua, untuk Wajib 

Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak 

masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor 

industri logam dan mesin;  

c. KPP Penanaman Modal Asing Tiga, untuk Wajib 

Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak 

masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor 

pertambangan dan perdagangan;  

d. KPP Penanaman Modal Asing Empat, untuk Wajib 

Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak 

masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor 

industri tekstil, makanan, dan kayu;  

e. KPP Penanaman Modal Asing Lima, untuk Wajib 

Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak 

masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor 

agribisnis dan jasa;  

f. KPP Penanaman Modal Asing Enam, untuk Wajib 

Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak 
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masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor 

jasa dan perdagangan;  

 

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal 

Asing 6 

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 6 

Menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang 

memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan memberipak pelayanan 

melalui teknologi. 

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 6  

Meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Dengan : 

1) Mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke 

seluruh wajib pajak 

2) Memudahkan wajib pajak untuk patuh 

3) Selalu terdepan dalam teknologi yang relevan 

4) Menarik dan mengembangkan best-in-class talent. 

 

B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

nomor 559/km.1/2015 tentang uraian jabatan structural instansi 

vertical dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak. KPP PMA 6 dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan 

membawahi Subbagian umum dan kepatuhan internal serta Seksi 
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pengolahan data dan informasi, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, 

serta pengawasan dan konsultasi I,II,III dan IV (Struktur Organisasi 

dapat dilihat di lampiran 8 hal 61) Secara singkat pengelompokan 

uraian tugas adalah sebagai berikut :  

 

1. Kepala Kantor Pelayanan KPP PMA 6 mempunyai tugas : 

a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak 

berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan 

ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun 

lalu.  

b. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial 

dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.  

c. Menetapkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil 

(SKPN), Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 

Kelebihan Pajak (SKPPKP), Pemindahbukuan (Pbk), Surat 

Keterangan Bebas (SKB), Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar 

Imbalan Bunga (SPMIB), dan produk hukum lainnya.  
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d. Mengoordinasikan pelaksanaan pencarian data dan 

pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka 

intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.  

e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengolahan data WP guna 

menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan 

oleh Kantor Pajak lain.  

f. Menetapkan penyusunan monografi Perpajakan.  

g. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan pelaporan dan 

pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa 

PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP 

serta mengendalikan/melaksanakan Pemeriksaan Pajak. 

h. Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang yang disampaikan 

melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan 

SPT Tahunan yang tidak disampaikan.  

i. Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan 

Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan 

Pemeriksaan Pajak sederhana lapangan/kantor) dan daftar 

WP yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna 

memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.  

j. Menetapkan surat himbauan kepada WP berdasarkan hasil 

penelitian formal/penelitian material atas SPT Tahunan 

PPh, SPT Masa PPh, dan SPT Masa PPN/PPnBM.  
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k. Menetapkan SKB PPh, Surat Keputusan Pengurangan 

Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan Penangguhan 

Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas penyerahan barang 

kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas 

hak dan kewajiban perpajakan.  

l. Menetapkan pemberian persetujuan/penolakan atas 

permohonan penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan 

perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

m. Menetapkan jawaban surat permintaan 

klarifikasi/konfirmasi yang diajukan oleh KPP lain, 

Kanwil DJP, dan Kantor Pusat  

n. DJP serta instansi lain guna memberikan informasi 

perpajakan yang akurat. 

2. Subbagian umum dan kepatuhan internal KPP PMA 6 Mempunyai 

Tugas:  

a. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPP yang bukan  dari 

WP dan surat keluar KPP.  

b.  Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non WP) dan 

penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah 

memenuhi jadwal retensi arsip.  

c. Mengelola penyelenggaraan kegiatan On The Job Training bagi 

para pegawai baru/pegawai dalam jabatan yang baru.  



15 

 

 

 

d. Menyusun konsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

e. Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai, 

konsep surat usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai, konsep 

permohonan menjadi peserta Asuransi Kesehatan 

(Askes)/Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), 

konsep surat usulan Calon Penerima Satyalancana Karya Satya 

dan penghargaan lainnya, serta mengelola pelaksanaan 

pemrosesan izin cuti dan masalah lainnya yang berkaitan 

dengan cuti, pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan 

Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4), 

Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg) 

dan lain-lain terkait dengan urusan kepegawaian. 

f. Menyusun konsep surat usulan calon peserta pendidikan dan 

latihan (diklat), konsep permohonan izin, dan laporan 

melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.  

g. Menyusun konsep pemrosesan usulan mutasi berdasarkan 

petunjuk pimpinan dalam rangka pembinaan karier pegawai dan 

konsep permohonan pindah.  

h. Mengelola penyelenggaraan presensi/daftar hadir pegawai pada 

KPP dalam rangka membina ketertiban/kedisiplinan pegawai.  

i. Mengelola penerbitan Surat Tugas di lingkungan KPP.  



16 

 

 

 

j. Mengelola pemrosesan usulan/permohonan 

pensiun/pemberhentian pegawai.  

k. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian 

(dosir), surat atau dokumen di KPP untuk memudahkan 

penelusuran kembali.  

l. Melakukan pemutakhiran data pegawai KPP pada aplikasi 

sistem informasi kepegawaian DJP.  

m. Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit 

(DUPAK) Pejabat F 

n. Mengelola penyusunan rencana kinerja, revisi rencana kinerja 

pelaksana, serta evaluasi kinerja pelaksana di lingkungan KPP.  

o. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan 

jabatan dan peringkat jabatan pelaksana di lingkungan KPP.  

3. Seksi pengolahan data dan informasi KPP PMA 6 

mempunyai tugas : 

a. Melakukan kompilasi estimasi potensi dan realisasi 

penerimaan pajak berdasarkan potensi dan perkembangan 

ekonomi Wajib Pajak.   

b. Melaksanakan dukungan ketersediaan data dan informasi 

perpajakan, peminjaman dan penyaluran data perpajakan.   

c. Melaksanakan perekaman, pengolahan, perbaikan, dan 

pemanfaatan data perpajakan baik secara sistem maupun 

manual, serta melaksanakan perlindungan data perpajakan.  
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d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan 

dan konsep penghitungan bagi hasil dengan Pemerintah 

Daerah.  

e. Melaksanakan dukungan pemeliharaan perangkat keras, 

perangkat lunak, aplikasi/sistem, sarana pendukung, dan 

jaringan komputer di lingkungan KPP.  

f. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 

menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 

pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan 

pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, 

aplikasi/sistem, sarana pendukung, dan jaringan komputer 

di lingkungan KPP.  

g. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data, back up 

data, transfer data dan recovery datadi lingkungan KPP.  

h. Melaksanakan penyajian data dan informasi perpajakan.  

i. Melakukan identifikasi dan pemantauan data dan informasi 

perpajakanyang tersebar di media internet.  

j. Menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama perpajakan dalam 

rangka pengumpulan data dan informasi perpajakan dengan 

ILAP.  

k. Mengelola dan menyalurkan data/alket.  

l. Menyusun konsep usulan penataan wilayah kerja 

berdasarkan perubahan wilayah administrasi pemerintahan.  
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m. Melakukan pengelolaan proses penugasan (assigment) 

Wajib Pajak kepada pegawai yang ditunjuk. 

4. Seksi Pelayanan KPP PMA 6 mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penerimaan dan penelitian atas kelengkapan 

dokumen permohonan WP dan surat lainnya.  

b. Melaksanakan penatausahaan dan distribusi surat-surat 

permohonan dari WP dan surat lainnya ke unit terkait.  

c. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan 

pendaftaran WP, Objek Pajak dan/atau pengukuhan 

dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).  

d. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan 

electronic Filing Identification Number (eFIN) dalam 

rangka pelaporan SPT secara elektronik.  

e. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan 

kode aktivasi, password, dan nomor seri dalam rangka 

pembuatan faktur pajak.  

f. Melaksanakan pengelolaan penanganan SPT yang 

menyatakan lebih bayar.  

g. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), 

konsep Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), 

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Keputusan 
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Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Keputusan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), 

Pemindahbukuan (Pbk), Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar 

Imbalan Bunga (SPMIB), serta produk hukum lainnya.  

h. Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pencabutan 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta 

pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, 

SKPN, SKKPP, SKPPKP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, dan 

produk hukum lainnya.  

i. Melaksanakan penerbitan konsep Surat Keputusan (SK) 

pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  

j. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan WP untuk 

pindah ke KPP baru, baik domisili/status maupun 

kewajiban perpajakan lainnya.  

k. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan WP untuk 

pindah dari KPP lama, baik domisili/status maupun 

kewajiban perpajakan lainnya.  

l. Melaksanakan penyelesaian pengaktifan kembali sebagai 

WP efektif berdasarkan permohonan WP.  

m. Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) berikut aplikasi 
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elektronik SPT Tahunan PPh oleh WP dan penatausahaan 

SPT Tahunan yang telah diterima kembali dalam rangka 

pengawasan kepatuhan WP.  

n. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT 

Tahunan, SPT Masa, dan SPT Pembetulan.  

o. Melaksanakan proses penyelesaian pemberitahuan 

perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.  

p. Melaksanakan pengarsipan berkas WP baik dalam bentuk 

formulir maupun dalam bentuk media elektronik.  

q. Melaksanakan peminjaman berkas WP.  

r. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan 

klarifikasi PPh, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 

unit terkait.  

s. Melaksanakan konfirmasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

untuk kepentingan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) dari 

WP.  

t. Melaksanakan penerbitan Surat Teguran terhadap WP yang 

tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, 

dan SPT Masa PPN.  

u. Melaksanakan penyuluhan perpajakan dalam rangka 

memberikan informasi di tempat pelayanan. 

5. Seksi Penagihan KPP PMA 6 mempunyai tugas: 
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a. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP 

beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP) 

beserta bukti Pemindahbukuan dalam rangka pengawasan 

tunggakan dan pelunasan pajak.  

b. Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak 

(SSBP) atas pelaksanaan Surat Paksa (SP) dan Surat 

Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).  

c. Melaksanakan penatausahaan SK Pembetulan, Keputusan 

Keberatan, Keputusan Pengurangan, Keputusan Peninjauan 

Kembali, SK Pelaksanaan Putusan Banding beserta Putusan 

Banding.  

d. Menyusun konsep SK Angsuran/Penundaan Pembayaran 

Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada WP.  

e. Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, SP, SPMP dan 

Surat Permintaan Pemblokiran kepada Pimpinan Bank 

tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan dalam 

rangka pencairan tunggakan pajak.  

f. Meneliti pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat 

Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) sebagai Dasar Pelaksanaan Lelang Harta milik 

atau kekayaan Penangung Pajak.  
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g. Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada 

WP serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta 

WP.  

h. Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran 

dan Pembatalan Lelang Harta WP dalam hal WP Telah 

Melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan atau 

karena putusan pengadilan.   

i. Meneliti penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus terhadap WP tertentu dalam rangka pengamanan 

penerimaan pajak.  

j. Membuat usulan pencegahan atau permohonan izin 

penyanderaan terhadap WP tertentu dalam rangka 

pengamanan penerimaan pajak.  

k. Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang 

pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih.  

l. Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak 

yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi.  

m. Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data-

data tunggakan pajak lainnya, bagi WP yang pindah ke 

KPP lain.  

n. Membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak 

berdasarkan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak 

dapat/tidak mungkin ditagih lagi.  
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o. Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak.  

p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak 

untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak.  

q. Membuat laporan bulanan/triwulanan Tata Usaha Piutang 

Pajak untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak per 

WP/jenis/tahun pajak.  

r. Meneliti nota penghitungan STP Bunga Penagihan.  

s. Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan 

pajak (delinquency audit).  

t. Menjawab konfirmasi tunggakan pajak.  

u. Membuat usulan pencabutan pencegahan terhadap WP 

tertentu atau pemberitahuan pelepasan Penanggung Pajak 

yang disandera.  

6. Seksi Pemeriksaan KPP PMA 6 mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak dan 

pencapaian target penerimaan dari pemeriksaan pajak.  

b. Menyusun usulan WP yang akan diperiksa.  

c. Membuat usulan pembatalan usulan Daftar Nominatif, 

Nomor Penugasan Pemeriksaan (NP2), dan/atau Surat 

Perintah Pemeriksaan (SP2) WP.  

d. Menerbitkan dan menyalurkan SP2, SP2 Perubahan, Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan 

Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.  
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e. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan menyusun laporan 

hasil pemeriksaan dengan kriteria dan persyaratan tertentu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

f. Meneruskan dan menatausahakan permohonan 

perpanjangan jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan.  

g. Menatausahakan administrasi pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Fungsional Pemeriksa dan Petugas Pemeriksa Pajak.  

h. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (Delinquency 

Audit).  

i. Menatausahakan usulan pemeriksaan bukti permulaan.  

j. Mengusulkan pembentukan kelompok dan mengusulkan 

pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.  

k. Melaksanakan peminjaman dan pengembalian berkas, 

data/alket dan tunggakan pajak atas WP yang akan 

diperiksa.  

l. Melaksanakan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota 

Penghitungan (Nothit).   

m. Melaksanakan pengiriman Alat Keterangan (Alket) yang 

dihasilkan oleh Petugas Pemeriksa Pajak.  

n. Melakukan administrasi dan pembahasan analisis risiko 

atas usulan pemeriksaan.  
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o. Melakukan penelitian atas SPT Tahunan PPh yang 

menyatakan rugi dan SPT PPN LB-Kompensasi.  

p. Menyusun konsep laporan/surat tanggapan atas 

permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.  

q. Menyiapkan bahan terkait permohonan keberatan dan 

banding WP.  

r. Menyusun konsep surat permintaan pemeriksaan lokasi dan 

penyusunan konsep surat pemberitahuan melakukan 

pemeriksaan di wilayah UP2 Lokasi. 

 

 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP PMA 6 mempunyai tugas: 

a. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan 

kepada masyarakat, WP dan atau kuasanya secara langsung 

dan tidak langsung.  

b. Melakukan penyelenggaraan help desk.  

c. Melakukan   penelitian   dan   menyusun  konsep   laporan   

penelitian atas permohonan penerbitan Surat Keterangan 

Fiskal.  

d. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian, serta menyusun nota penghitungan atas 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dari WP dengan kriteria dan persyaratan tertentu.  
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e. Melakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan dan 

menyusun konsep laporan 

penelitian/verifikasi/pemeriksaan, serta menyusun nota 

penghitungan atas permohonan pengembalian dari pajak 

yang seharusnya tidak terutang.  

f. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian, serta menyusun nota penghitungan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka 

penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah 

Membayar Kelebihan Pembayaran (SPMKP).  

g. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian, serta menyusun nota penghitungan dalam rangka 

penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga 

(SKPIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga 

(SPMIB).  

h. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian, serta menyusun nota penghitungan dalam rangka 

penerbitan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara 

(SKPPS) Pajak Penghasilan (PPh) Minyak dan Gas Bumi.  

i. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian dalam rangka Penghitungan Lebih Bayar (PLB).  
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j. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas 

(SKB) berdasarkan permohonan WP.  

k. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian dalam rangka penerbitan Bukti Pemindahbukuan 

(Pbk) berdasarkan permohonan WP maupun secara jabatan.  

l. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian atas permohonan layanan pengelolaan Bea 

Meterai.  

m. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian atas permohonan penggunaan Nilai Buku dalam 

rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha, atau 

pemekaran usaha.  

n. Melakukan  penelitian  dan  menyusun konsep  usulan  

pencabutan  izin pembukuan.  

o. Melakukan   penelitian   dan   menyusun   konsep   laporan   

penelitian   atas permohonan izin perubahan tahun buku 

pertama.  

p. Melakukan penelitian dan menyusun konsep surat 

pengantar penerusan permohonan perubahan metode 

pembukuan dan atau tahun buku kedua, ketiga, dan 

seterusnya.  
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q. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian dan usulan WP non efektif berdasarkan 

permohonan WP.  

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP PMA 6 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun pemuktahiran pemetaan (mapping) potensi pajak 

dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan 

penggalian potensi wilayah dan/atau WP.  

b. Menyusun analisis risiko, rencana pengawasan, dan rencana 

penggalian potensi wilayah dan/atau WP berdasarkan 

pemetaan dan profil WP.  

c. Menyusun rencana dan melakukan kunjungan kerja (visit) 

ke WP dalam rangka pembuatan atau pemutakhiran profil 

WP, pengawasan, dan penggalian potensi WP, serta 

menyusun konsep laporan hasil kunjungan kerja.  

d. Menyusun pemuktahiran profil WP dan menggunakannya 

sebagai alat pengawasan dan penggalian potensi WP.  

e. Melakukan perekaman atas kegiatan pengawasan dan 

penggalian potensi pajak ke dalam aplikasi profil WP.  

f. Melakukan pemanfaatan dan atau tindak lanjut atas 

keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber 

internal maupun eksternal.  
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g. Menyusun konsep Surat Imbauan, konfirmasi, klarifikasi, 

atau permintaan keterangan kepada WP atau pihak terkait.  

h. Melaksanakan imbauan dan konseling, konfirmasi, 

klarifikasi, permintaan data dan/atau keterangan kepada WP 

dan menyusun konsep laporan pelaksanaan konseling 

sebagai tindak lanjut penerbitan surat imbauan. 

i. Menyusun nota dinas dan konsep analisis risiko usulan 

pemeriksaan dan atau pemeriksaan bukti permulaan sebagai 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan konseling.  

j. Melakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan dan 

menyusun laporan hasil penelitian/verifikasi/pemeriksaan 

dan nota penghitungan dalam rangka penerbitan surat 

ketetapan pajak.  

k. Melakukan pengawasan dan penggalian atas potensi, 

pembayaran, dan pelaporan masa atas Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM).  

l. Melakukan pengawasan dan penggalian atas potensi, 

pembayaran, dan pelaporan masa atas pemotongan atau 

pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Meterai.  

m. Melakukan pengawasan dan penggalian atas potensi, 

pembayaran, dan pelaporan masa atas PPh yang dibayar 

sendiri baik yang bersifat final maupun tidak final.  
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n. Menyusun konsep Surat Pemberitahuan Perubahan 

Angsuran PPh Orang Pribadi dan Badan.  

o. Melakukan pengawasan dan penggalian atas potensi, 

pembayaran, dan pelaporan tahunan atas PPh Orang Pribadi 

dan Badan.  

p. Menyusun nota penghitungan dalam rangka penerbitan 

Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, 

Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 11 ayat 

3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tidak 

termasuk STP Bunga Penagihan.  

q. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian dan konsep surat keputusan pembetulan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP secara 

jabatan.  

r. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan 

penelitian atas permohonan pembebasan atau pengurangan 

pembayaran angsuran PPh Pasal 25.  

s. Melakukan penelitian dan menyusun konsep uraian 

pelaksanaan tindak lanjut atas penerbitan surat ketetapan 

pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 

Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, 
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Surat Keputusan Pembatalan, dan Surat Keputusan 

Penghapusan dalam rangka pengawasan dan penggalian 

potensi pajak 

 

 

 C. Kegiatan Umum 

  KPP PMA Enam yang termasuk dalam Kantor Wilayah Jakarta 

Khusus bertugas untuk melayani Wajib Pajak Penanaman Modal 

Asing yang tidak masuk bursa dan bergerak dibidang jasa dan 

perdagangan. Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengelolahan data, pengamatan 

potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, 

pendataan objek dan subjek pajak 

2. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan. 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan, pengolahan surat pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainya. 

4. Penyuluhan pajak. 

5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak. 

6. Menetapkan serta menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). 

7. Melaksanakan penagihan pajak. 

8. Melaksanakan pemeriksaan pajak. 
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9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 

11. Pelaksanaan administrasi kantor. 

12. Pembetulan pajak kurang bayar maupun lebih bayar 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

       Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan 

Pajak Penanaman Modal Asing 6, praktikan diberikan kesempatan untuk 

PKL di bagian Seksi Pemeriksaan dan menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 pasal 57, Seksi Pemeriksaan 

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan 

perpajakan lainnya. 

       Tugas yang diberikan kepada praktikan secara umum adalah: 

1. Memindai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lalu unggah file ke 

aplikasi ALPP 

2. Merekam nota hitung ke aplikasi ALPP jika ada Surat Keterangan 

Pajak (SKP) lebih bayar 

3. Mengarsipkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Wajib Pajak yang 

telah di rekam 

4. Mengirimkan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak 
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B. Pelaksanaan Kerja 

       Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 

Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 6, praktikan mendapat 

kesempatan untuk membantu pegawai di bagian Seksi Pemeriksaan. 

Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada praktikan tidaklah terlalu sulit, 

karena praktikan selalu mendapat pengarahan dan bimbingan tentang 

bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, benar, teliti 

dan tentu saja diharapkan tidak melakukan kesalahan. Apabila praktikan 

melakukan kesalahan, maka praktikan akan diberi tahu secara baik dan 

perlahan dimana letak kesalahan tersebut dan praktikan diberi pengarahan 

kembali untuk memperbaiki kesalahan yang telah praktikan lakukan. 

Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Memindai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lalu unggah file ke 

aplikasi Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak 

       Praktikan diberikan tugas untuk memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu menunggah file tersebut ke aplikasi ALPP . 

LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi 

tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh 

Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang 

lingkup dan tujuan Pemeriksaan. ALPP atau Aplikasi Laporan 

Pemeriksaan Pajak adalah sebuah system yang di gunakan oleh 
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Direktorat Jendral Pajak untuk merekam seluruh kegiatan pajak dari 

hasil pemeriksaan sebuah perusahaan atau wajib pajak yang 

sebelumnya telah di periksa. Sebelum praktikan melakukan pekerjaan 

tersebut, praktikan sudah diberikan pengarahan bagaimana cara untuk 

memindai dan mengunggah file ke aplikasi ALPP (dapat di lihat di 

lampiran 9 halaman 62), sebagai berikut: 

a. Pertama, Praktikan diberikan data berupa informasi perusahaan dan 

LHP dari pembimbing, 

b. Kedua, Praktikan Memindai LHP lalu menyimpan data tersebut 

kedalam folder yang di sediakan oleh pembimbing dengan nama 

folder sesuai dengan nama Wajib Pajak 

c. Ketiga, Praktikan mengunggah LHP kedalam aplikasi ALPP 

dengan langkah sebagai berikut : 

1) Buka aplikasi ALPP 

2) Login menggunakan Username Dan Password 

pembimbing 

3) Masuk kehalaman awal ALPP 

4) Pilih input ALPP 

5) Buka folder di komputer yang berisi LHP yang telah di 

pindai sebelumnya 

6) Cari Nama Wajib Pajaknya 

7) Pilih Upload LHP 

8) Pilih Add Folder 
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d. Keempat, cari LHP yang telah di unggah di aplikasi ALPP untuk 

melihat apakah LHP yang telah di rekam sudah berada di dalam 

aplikasi  

e. Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah di pindai dan di rekam ke 

aplikasi ALPP bertujuan sebagai bukti untuk kantor pusat bawah 

wajib pajak atau perusahaan yang bersangkutan telah diperiksa 

oleh petugas pajak (dapat dilihat di lampiran 9 halaman 62 ) 

 

2. Merekam nota hitung ke aplikasi ALPP jika ada Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar (SKPLB)  

 Praktikan di berikan tugas untuk merekam nota hitung ke aplikasi 

ALPP jika ada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPLB 

atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak 

(skp) yang menentukan jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Praktikan telah diberikan 

pengarahan bagamaina cara merekam nota hitung ke dalam aplikasi 

ALPP Sebagai berikut : 

a. Pertama, praktikan di berikan data berupa nota hitung wajib pajak 

yang memiliki SKP lebih bayar 

b. Kedua, Praktikan mengelompokkan data wajib pajak sesusai 

dengan jenis pajaknya apakah itu PPH atau PPN 

c. Ketiga, Praktikan merekam nota hitung ke aplikasi ALPP dengan 

cara sebagai berikut: 
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1)  Buka Aplikasi ALPP 

2) Login menggunakan Username Dan Password 

pembimbing 

3) Cari nama wajib pajak yang memiliki SKP lebih bayar 

4) Setelah menemukan nama wajib pajak, klik Not Hit 

5) Klik jenis pajak sesuai dengan yang telah di kelompokan 

sebelumnya 

6) Memasukkan data pajak lebih bayar yang telah di berikan 

sebelumnya 

d. Keempat, Memeriksa kembali apakah data tersebut sudah terdata 

dalam aplkasi ALPP  Hasil yang di dapat dari pekerjaan diatas 

adalah sebuah file yang telah terekam di aplikasi ALPP yang 

bertujuan sebagai bukti bahwa wajib pajak yang bersangkutan 

memiliki jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang di masa pajak saat ini 

(dapat dilihat di lampiran 10 halaman 64) 

3. Mengarsipkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Wajib Pajak 

yang telah Direkam 

       Praktikan membantu pegawai KPP PMA 6 untuk mengarsipkan 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib pajak yang telah direkam 

agar dapat memudahkan pegawai KPP dalam mencari data Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) di kemudian hari. Dalam menjalankan tugas 

ini, setelah praktikan mendapatkan data wajib pajak dari pembimbing, 
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praktikan mengisi data kedalam Rumah Berkas yang di sediakan oleh 

pembimbing dengan cara manual atau tulis tangan. Data yang harus 

diisi antara lain : 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 

b. Nama Wajib Pajak 

c. Alamat 

d. Telepon 

e. Lokasi Usaha 

f. KPP Lokasi 

 Setelah semua data terisi di Rumah Berkas, Laporan Hasil 

Pemeriksaan Dan Rumah Berkas disatukan menjadi satu dengan cara 

di ikatkan menggunakan tali yang telah di sediakan oleh pembimbing, 

setelah di ikat, rumah berkas di letakkan di lemari penyimpanan 

berkas. 

 Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah di satukan dengan Rumah 

Berkas bertujuan sebagai bukti bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan 

tersebut telah terekam di dalam Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak 

dan agar tidak tertukar dengan masa pajak selanjutnya. (dapat dilihat di 

lampiran 11 halaman 65) 

 

4. Mengirimkan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak 

       Dalam mengirimkan Surat Perintah Pemeriksaan, terdapat 3 (tiga) 

cara yang dilakukan. Cara yang pertama adalah pengiriman fisik 
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melalui Pos Indonesia, cara yang kedua adalah mengirimkan email 

kepada wajib pajak (ditujukan kepada pimpinan perusahaan), dan yang 

ketiga adalah dengan cara fax melalui mesin faximile 

 Jenis Pemeriksaan terbagi menjadi dua yaitu Pemeriksaan Kantor 

dan Pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah Pemeriksaan 

yang di lakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak dan Pemeriksaan 

lapangan adalah Pemeriksaan yang di lakukan di tempat tinggal atau 

tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh 

Pemeriksa Pajak. 

 Tujuan dari pengiriman Surat Perintah Pemeriksaan adalah sebagai 

pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa perusahaan yang terkait siap 

dilakukan pemeriksaan. 

 Setelah surat berhasil di kirim, bukti dari pengiriman tersebut 

praktikan kembalikan kepada pembimbing dan pembimbing menunggu 

konfirmasi dari Wajib Pajak yang terkait. (dapat dilihat di lampiran 12 

hal 66). 

 

 

C. Kendala yang dihadapi 

       Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Pelayanan 

Pajak Penanaman Modal Asing 6 (KPP PMA 6) , praktikan juga tidak 

terlepas dari permasalahan dan kesulitan saat mengerjakan tugas. 
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Permasalahan selama melaksanakan PKL di KPP PMA 6 adalah 

sebagai berikut: 

1. Lamanya jaringan Internet yang  telah di sediakan oleh KPP PMA 

6, menghambat praktikan dalam melakukan proses perekaman data 

ke aplikasi ALPP. 

2. Sulitnya bertanya, hal ini dikarenakan semua pegawai sudah 

memiliki kesibukan masing-masing dalam melakukan 

pekerjaannya.  

3. Tata ruang yang terlalu padat, banyaknya Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) wajib pajak di seksi pemeriksaan, membuat 

lemari penyimpanan berkas LHP penuh, alhasil Laporan Hasil 

Pemeriksaan hanya di letakkan begitu saja di meja atau di lantai. 

4. Kurangnya peralatan kantor di seksi pemeriksaan adalah salah satu 

faktor yang menghambat pekerjaan praktikan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

       Dengan kendala yang dialami praktikan, praktikan mengatasinya 

dengan cara: 

1. Praktikan mencoba mengerjakan pekerjaan yang lainnya ketika 

jaringan internet sedang melambat dan ketika jaringan internet 

kembali normal praktikan mulai mengerjakan kembali pekerjaan 

yang tertunda sebelumnya. 
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2. Ketika bekerja dan menemukan berkas data yang sulit dimengerti, 

praktikan selalu memisahkan berkas data yang sulit dimengerti 

tersebut untuk ditanyakan ketika waktu istirahat, agar tidak 

mengganggu para pegawai yang sibuk mengerjakan pekerjaannya 

masing-masing. 

3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berada di lantai atau meja 

praktikan pindahkan ke dalam kardus kosong dan praktikan susun 

dengan rapih agar tidak membuat ruangan terlalu padat dan 

menganggu kenyamanan. 

4. Praktikan mencoba meminjam peralatan yang praktikan butuhkan  

ke seksi penagihan atau ke seksi lainnya agar pekerjaan yang 

praktikan kerjakan tidak tertunda. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

       Kegiatan PKL merupakan suatu wadah bagi praktikan untuk 

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama duduk di bangku kuliah dan 

mendapatkan pengalaman bagaimana kondisi dunia kerja yang 

sebenarnya. 

 Selama mengikuti kegiatan PKL di Kantor Pelayanan Pajak 

Penanaman Modal Asing 6, praktikan mendapatkan ilmu yang sangat 

berharga. Dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan dituntut untuk lebih 

disiplin waktu, lebih cepat tanggap, lebih bersikap mandiri dan lebih 

bertanggung jawab melakukan tugas yang diberikan oleh pembimbing. 

       Selama pelaksanaan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman 

Modal Asing 6, praktikan dapat mengambil kesimpulan, antara lain: 

1. Praktikan telah mengetahui bagaimana  cara mengoperasikan Aplikasi 

Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP). 

2. Praktikan telah mengetahui bagaimana cara merekam nota hitung ke 

Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) jika ada Surat 

Keterangan Pajak Lebih Bayar. 

3. Praktikan telah mengetahui bagaimana cara mengarsipkan Laporan 

Hasil Pemeriksaan yang telah di rekam
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4. Praktikan telah mengetahui apa gunanya Surat Perintah Pemeriksaan 

dan cara mengirimkanya kepada wajib pajak. 

  

B. Saran 

       Melalui kegiatan PKL ini, selain diharapakan mahasiswa dapat 

menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, 

kegiatan ini juga sangat diharapkan untuk bisa mengembangkan 

kemampuan bersosialisasi, beradaptasi, dan bersaing di dunia kerja yang 

sebenarnya. Berdasarkan pengalaman praktikan selama melaksanakan 

kegiatan PKL di KPP Penanaman Modal Asing 6 terdapat beberapa hal 

yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait untuk dijadikan masukan 

agar proses kegiatan PKL seperti ini dapat berjalan dengan lebih baik 

nantinya, yaitu: 

1. Bagi mahasiswa: 

Mahasiswa harus menjaga kesidiplinan diri agar bisa menjadi tenaga 

kerja yang profesional; 

a. Mahasiswa harus lebih mempersiapkan diri baik dalam akademik 

maupun keterampilan dalam melaksanaan pekerjaan. 

b. Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL 

sejak jauh hari. 

c. Mahasiswa harus berkomunikasi dan berbicara dengan baik agar 

lancar dalam melaksanakan pekerjaan. 
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d. Pilihlah tempat Praktek Kerja Lapangan yang memiliki potensi 

yang tinggi bagi praktikan agar praktikan dapat kembali bekerja di 

perusahaan tersebut. 

e. Menjalin hubungan baik dengan para pegawai di tempat PKL agar 

dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang terkait dengan 

bidang kerja yang sedang dilakukan. 

2. Bagi Program Studi D III Akuntansi: 

a. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa sebelum 

melaksanakan PKL, agar mahasiswa bisa mempersiapkan PKL 

dengan baik. 

b. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi 

pemerintahan agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan 

tempat PKL. 

c. Selalu memperbaharui teori yang diberikan kepada mahasiswa agar 

tidak ada perbedaan antara teori yang didapat di kampus dengan 

praktik yang ada di lapangan. 

3. Bagi KPP Penanaman Modal Asing 6 : 

a. Menambahkan beberapa karyawan di seksi pemeriksaan agar dapat 

membagi tugas dalam melakukan pekerjaan. 

b. Meng upgrade dan mengganti mesin-mesin di KPP PMA 6 agar 

tidak menghambat pekerjaan. 

c. Membuat gudang penyimpanan berkas yang lebih besar agar 

Laporan Hasil Pemeriksaan tidak di letakkan di sembarang tempat. 
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d. Terus meningkatkan pelayanan para pegawai yang bekerja di KPP 

Penanaman Modal Asing 6. 
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Lampiran 1 – Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2 – Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3 – Surat Keterangan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 4 – Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 – Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 

 

No Tanggal Kegiatan Pembimbing 

1 
Senin, 17 Juli 

2017 

Menerima pengarahan dari bagian 

umum mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan selama PKL 

 

Mas Yusuf 

2 
Selasa, 18 Juli 

2017 

- Menerima arahan dari 

pembimbing di seksi Waskon II 

- Perkenalan dengan seluruh 

pegawai yang berada di ruangan 

 

Pak Hargo 

3 
Rabu, 19 Juli 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

4 
Kamis, 20 Juli 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

- Mengirimkan Surat 

Pemeriksaan Pajak kepada 

wajib pajak 

 

 

-Mba Lia 

 

 

 

 

-Bu Rahma 

5 
Jumat, 21 Juli 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

- Mengarsipkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Wajib 

Pajak yang telah direkam 

 

 

-Mba Lia 

 

 

 

 

-Bu Rahma 

6 
Senin, 24 Juli 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

Mba Lia 

 

 

 

7 Selasa, 25 Juli - Memindai Laporan Hasil  
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2017 Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

 
- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

Mba Lia 

 

 

 

8 
Rabu, 26 Juli 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

9 
Kamis, 27 Juli 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

10 
Jumat, 28 Juli 

2017 

- Pengiriman surat dinas ke seksi 

lainnya 

- Mengarsipkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Wajib Pajak 

yang telah direkam 

-Mas Pria 

 

-Bu Rahma 

11 
Senin, 31 Juli 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

Mba Lia 

12 
Selasa, 1 Agustus 

2017 

Mengirimkan Surat Pemeriksaan 

Pajak 

Bu Rahma 

13 
Rabu, 2 Agustus 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

Mba Lia 

14 
Kamis, 3 Agustus 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

 

 

Mba Lia 
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aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

15 
Jumat, 4 Agustus 

2017 

Mengarsipkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Wajib Pajak 

yang telah direkam 

Bu Rahma 

16 
Senin, 7 Agustus 

2017 

Pengiriman Surat dinas ke seksi 

lainnya 

Mas Pria 

17 
Selas, 8 Agustus 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

Mba Lia 

18 
Rabu, 9 Agustus 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

19 
Kamis, 10 

Agustus 2017 

Pengiriman surat dinas ke seksi 

lainnya 

Mas Pria 

20 
Jumat, 11 

Agustus 2017 

Mengarsipkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Wajib Pajak 

yang telah direkam 

 

Bu Rahma 

21 
Senin, 14 Agustus 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

22 
Selasa, 15 

Agustus 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

23 
Rabu, 16 Agustus 

2017 

Mengarsipkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Wajib Pajak 

yang telah direkam 

 

Bu Rahma 

24 
Kamis, 17 

Agustus 2017 

Libur nasional hari kemerdekaan 

Indonesia 

- 
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25 
Jumat, 18 

Agustus 2017 

Pengiriman surat dinas ke seksi 

lainnya 

Mas Pria 

 

26 
Senin, 21 Agustus 

2017 

Perayaan lomba 17 agustus di 

KPP PMA 6 

- 

27 
Selasa, 22 

Agustus 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

Mba Lia 

 

28 
Rabu, 23 Agustus 

2017 

Memindahkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) ke gudang 

Bu Rahma 

29 
Kamis, 24 

Agustus 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

30 
Jumat, 25 

Agustus 2017 

Pengecekan kembali Laporan 

Hasil Pekerjaan (LHP) yang telah 

di rekam 

 

Bu Rahma 

31 
Senin, 28 Agustus 

2017 

Pengecekan kembali Laporan 

Hasil Pekerjaan (LHP) yang telah 

di rekam 

 

Bu Rahma 

 

32 
Selasa, 29 

Agustus 2017 

Pengecekan kembali Laporan 

Hasil Pekerjaan (LHP) yang telah 

di rekam 

 

Bu Rahma 

 

33 
Rabu, 30 Agustus 

2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

 

34 
Kamis 31 

Agustus 2017 

Mengarsipkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Wajib Pajak 

yang telah direkam 

 

Bu Rahma 

35 
Jumat, 1 

September 2017 

Libur Idul Adha - 

36 
Senin, 4 

September 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

 

 

 

Mba Lia 
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Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

37 
Selasa, 5 

september 2017 

Pengiriman surat dinas ke seksi 

lainnya 

Mas Pria 

38 
Rabu, 6 

September 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

39 
Kamis, 7 

September 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

40 
Jumat, 8 

September 2017 

Mengarsipkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Wajib 

Pajak yang telah direkam 

 

Bu Rahma 

41 
Senin, 11 

September 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

42 
Selasa, 12 

September 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 

43 
Rabu, 13 

September 2017 

Pengiriman surat dinas ke seksi 

lainnya 

Mas Pria 

44 
Kamis, 14 

September 2017 

- Memindai Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) lalu unggah 

file ke aplikasi ALPP 

- Merekam nota hitung ke 

aplikasi ALPP jika ada Surat 

Keterangan Pajak (SKP) lebih 

bayar 

 

 

 

Mba Lia 
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45 
Jumat, 15 

September 2017 

Mengarsipkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Wajib 

Pajak yang telah direkam 

 

Bu Rahma 
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Lampiran 6 – Penilaian PKL 
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Lampiran 7 – Logo Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 6 
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Lampiran 8 – Struktur Organisasi KPP PMA 6 
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Lampiran 9 – Kolom saat input LHP ke aplikasi ALPP  
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Lampiran 10 – Kolom Saat Input SKP Lebih Bayar 
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Lampiran 11 – Rumah Berkas 
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Lampiran 12 – Surat Perintah Pemeriksaan  
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Lampiran 13 – Kartu Konsultasi 

 


